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MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
'MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34/Kp/I11/1995

TENTANG

KOMISI PUSAT ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat
yang menjadi anggota Komisi pusat Analisis Menge-—
nai Dampak Lingkungan Departemen Perdagangan dan
untuk melaksanakan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.
51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan secara lebih efektif, perlu menyempurna-
kan Keputusan Menteri Perdagangan No. 38/Kp/11/92
tentang Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan, Departemen Perdagangan.

Mengingat =@ 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentu-
an-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3215);

2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3538);

3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang
susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden RI Nomor 18 Tahun 1994;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
_ Negara;

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor KEP-13/MEN LH/3/1994 tentang Pedoman
Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi
Amdal.

MEMUTUSKAN
Dengan mencabut Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 38/Kp/11/92, tentang Komisi Pusat Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Perdagangan.
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Menetapkan

PERTAMA

Susunan Komisi
Lingkungan Depar

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

berikut
I. Ketua
merangkap anggota
11. Wakil Ketua
merangkap anggota
I1I. Sekretaris I
merangkap anggota
1V. Sekretaris 11
merangkap anggota
V. Anggota

Pusat Analisis Mengenai Dampak
temen Perdagangan menjadi sebagai

sekretaris Jenderal

Kepala Pusat Pengujian
Mutu Barang

Kepala Biro Perencanaan

Kepala Biro Hukum

(821

10.

sekretaris Direktorat
Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri

gsekretaris Direktorat
Jenderal Perdagangan
Luar Negeri

gekretaris Badan Pe-
nelitian dan Pengem—
bangan Perdagangan

Direktur Bina Usaha
Perdagangan

Direktur Bina Sarana
Perdagangan

Direktur standardi-
sasi dan Pengendalian
Mutu

. Wakil dari Departemen

Dalam Negeri

wakil dari Badan Pe-
ngendalian Dampak Ling-
kungan

. wWakil dari Badan Koor-—

dinasi Penanaman Modal

wakil dari Badan Perta-
nahan Nasional




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MENTERI PERDAGANGAN .
REPUBLIK INDONESIA

Tugas Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Departemen Perdagangan adalah sebagai
berikut :

a. Menyusun pedoman teknis pembuatan dokumen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang meliputi
pembuatan kerangka acuan analisis dampak
lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana
pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan
1ingkungan; ,

b. Menyusun pedoman tehnis pembuatan dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL);

c. Menanggapi dokumen kerangka acuan bagi pembuatan
analisis dampak lingkungan;

d. Menanggapi dokumen analisis dampak Tingkungan;

e. Menanggapi dokumen rencana pengelolaan 1ing-
kungan;

f. Menanggapi dokumen rencana pemantauan Tingkungan;

g. Membantu penyelesaian diterbitkannya keputusan
tentang dokumen analisis dampak lingkungan, .
rencana pengelolaan lingkungan dan rencana
pemantauan lingkungan ;

h. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh
Menteri Perdagangan.

Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Departemen Perdagangan dalam melaksanakan: tugasnya
senantiasa berkonsultasi dengan Departemen dan
Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Lembaga
Swadaya Masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing
masing.

(1) Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

' Keputusan ini, Sekretaris Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri juga mempunyai tugas
mengkoordinasikan segala perencanaan, kebijaksa-
naan, kebijakan dan kegiatan dalam bidang
perdagangan dalam negeri yang berkaitan dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA
Keputusan ini Sekretaris Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri juga mempunyai tugas
mengkooridinasikan segala perencanaan, keb1ijak-
sanaan, kebijakan dan kegiatan dalam bidang
perdagangan luar negeri yang berkaitan dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
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Tembusan Keputusan ini
disampaikan kepada :

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pusat
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen
Perdagangan dibantu oleh Tim Teknis Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan?

(2) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komisi Pusat
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen
Perdagangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi

Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat
membentuk Sekretariat Komisi Pusat  Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Perdagangan.

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
tugas Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Departemen Perdagangan dibebankan kepada
Departemen Perdagangan. :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta .
Pada tanggal : 28 Pebr_uan_ 1995
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1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;

2. Para Pejabat Eselon I dilingkungan
Departemen Perdagangan;

3. Para Pejabat Eselon II dilingkungan
Departemen Perdagangan;

4. Yang bersangkutan.



